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ABSTRAK 

 

PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN 

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 

(Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022) 

Oleh 

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG 

 

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana 

ditentukan Pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa namun disediakan upaya hukum pembatalan pada 

Pasal 70. Putusan Arbitrase Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 diajukan 

pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri Batam oleh PT PLN Batam 

dikarenakan adanya cidera janji/tipu muslihat. Kemudian dilakukan upaya hukum 

kasasi oleh PT EL Batam dan BANI sehingga Mahkamah Agung menolak 

permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tertera pada Putusan Nomor 996 

B/Pdt. Sus-Arbt/2022). Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini diajukan 

karena putusan tersebut adanya tindakan cidera janji. Penelitian ini akan mengkaji 

dan membahas tentang alasan hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase dan 

akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

deskripstif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan pendekatan perundang-undangan. Data 

yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi 

kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, 

dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif. 

 Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan alasan hukum penolakan 

permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT PLN Batam. 

Permohonan pembatalan putusan tersebut mengandung cacat formil, seperti 

kesalahan penempatan pihak (error in persona), ketidaktepatan dalam 

penggabungan pihak (plurium litis consortium), serta ketidakjelasan dalil dan 

tuntutan (obscuur libel) sehingga Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan 

pembatalan putusan arbitrase tersebut. Akibat hukumnya adalah bahwa putusan 

arbitrase tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini 

menegaskan pentingnya prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase serta batasan intervensi pengadilan terhadap putusan 

arbitrase. 

 

Kata Kunci: Arbitrase, Penolakan Pembatalan, Akibat Hukum  
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ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS AND LEGAL CONSEQUENCES OF THE 

REJECTION OF AN APPLICATION FOR ANNULMENT OF AN 

ARBITRAL AWARD 

(Study of the Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022) 

Oleh 

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG 

 

Arbitral awards are final and binding on the parties as stipulated in Article 

60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute 

Resolution. However, a legal remedy for annulment is provided in Article 70 of the 

same law. Arbitral Award Number 43050/VIII/ARB-BANI/2020 was submitted for 

annulment by PT PLN Batam to the Batam District Court on the grounds of breach 

of contract and fraudulent misrepresentation. Subsequently, a cassation appeal was 

filed by PT EL Batam and BANI, which led the Supreme Court to reject the 

annulment request, as stated in Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. The 

annulment request was filed based on allegations of breach of contract. 

This study aims to examine and analyze the legal grounds for the rejection 

of the annulment request and the legal consequences arising from such rejection. 

The research method used is normative legal research with a descriptive approach. 

The problem approach includes a case study of a decision with permanent legal 

force (inkracht) and a statutory approach. The data used are secondary data obtained 

through document (court decision) study and literature review. The data were 

processed through verification, reconstruction, and systematization, and then 

analyzed qualitatively. 

The results of this study outline the legal reasons for the Supreme Court's 

rejection of PT PLN Batam's annulment request. The request contained formal 

defects, such as misidentification of parties (error in persona), improper joinder of 

parties (plurium litis consortium), and vague claims (obscuur libel), leading the 

Supreme Court to reject the annulment. The legal consequence is that the arbitral 

award remains valid and enforceable by both parties. This study emphasizes the 

importance of the principle of finality and legal certainty in arbitration and the 

limited scope of judicial intervention in arbitral awards. 

 

Keywords: Arbitration, Rejection of Annulment, Legal Consequences  
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MOTTO 

 

 

“Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap 

orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan” 

(Amsal 21:5) 

 

 

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans." 

(John Lennon) 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 

menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pada umumnya tujuan 

perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan (profit) 

berupa laba dengan pertumbuhan dalam jangka panjang, menjaga kelangsungan 

hidup serta kesan positif di mata publik yang dapat meningkatkan kemajuan 

perekonomian bangsa Indonesia. Perusahaan membutuhkan sumber dana atau 

modal untuk mendukung operasionalnya dalam menciptakan produk atau 

layanannya. Strategi pendanaan bagi suatu perusahaan menjadi sangat penting 

karena modal memiliki pengaruh yang besar untuk menunjang perkembangan 

bisnis dan menjaga kelangsungan usahanya. Sumber pendanaan perusahaan dapat 

berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sumber pendanaan 

yang berasal dari eksternal perusahaan pada umumnya didapat dalam bentuk 

pinjaman maupun kerjasama dari pihak luar perusahaan, seperti kreditur, pemilik 

perusahaan, bank, maupun pasar modal.  

 

Setiap kegiatan bisnis melibatkan hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan 

dengan pihak-pihak terkait. Hubungan hukum dapat terjadi antara perusahaan 

dengan pemasok, distributor, konsumen, karyawan, bahkan dengan pemerintah dan 

masyarakat luas. Hubungan hukum ini menjadi landasan interaksi dan transaksi 

bisnis yang dilakukan oleh perusahaan guna memperkuat dan melegalkan hubungan 

hukum dalam kegiatan bisnis, para pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian. 

Perjanjian ini dapat berupa kesepakatan tertulis maupun lisan, yang berisi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pada 

umumnya dituangkan dalam perjanjian.



2 

 

Perjanjian kerjasama yang dibuat mewajibkan bagi para pihaknya untuk melakukan 

kewajiban yang telah disepakati. Pihak yang tidak menjalankan kewajiban 

sebagaimana yang telah diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai cidera janji 

(wanprestasi). Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dengan debitur.1 Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi 

baik karena disengaja maupun tidak disengaja.2 Seorang debitur dikatakan lalai, 

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak 

seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini sering kali memicu munculnya sengketa 

diawali dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain 

yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Atau dengan kata 

lain ada salah satu pihak yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu 

pihak yang wanprestasi.3  

 

Sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum 

disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial. Proses penyelesaian sengketa 

secara litigasi adalah salah satu cara penyelesaian akhir (ultimatum remidium) 

setelah adanya alternatif penyelesaian lain yang tidak membuahkan hasil. 

Penyelesaian sengketa secara litigasi ini melalu pengadilan. Penyelesaian sengketa 

tersebut pihak-pihak yang terkait akan berhadapan pada kewajiban untuk saling 

memberikakn bukti-bukti berdasarkan fakta yang akan dinilai berdasarkan asumsi-

asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah 

putusan. Putusan tersebut juga mempunyai sifat memaksa dan mengikat terhadap 

para pihak.  

 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, cenderung dapat 

menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsive, time 

consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.4 Penyelesaian sengketa 

 
1HR. Daeng Naja. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 

hlm. 100. 
2Salim HS.2008.  Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta. Kompas. hlm. 180. 
3Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta,Pustaka 

Yustisia, hlm. 6. 
4Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase nasional 

Indonesia dan Internasiona, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 9. 
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diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan 

kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan 

efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari 

kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrative sebagaimana beracara 

dipengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Alternatif penyelesaian 

sengketa atau sering disebut Alternative Dispute Resolution merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk 

efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para 

pihak yang bersengketa.5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) 

menyatakan arbitrase dan pengadilan tetap mempunyai keterkaitan dalam hal 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai 

bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam 

hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan 

didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak 

tanggal putusan di ucapkan, agar putusan dapat dilaksanakan. 

 

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum 

pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian 

arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk pactum de compromittendo dan 

perjanjian yang berbentuk acta compromise. Pactum de compromittendo 

merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya 

sengketa. Para pihak sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau 

mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase. Sedangkan 

acta compromise merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak 

setelah timbulnya sengketa.6 

 

Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, atau merupakan 

putusan pada tingkat terakhir serta mengikat para pihak sehingga tidak dapat 

 
5Nyoman Satyayudha, dkk. 2017. Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative 

Dispute Resolution), Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 14.  
6Safudin, Endrik. 2018. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang, Intrans 

Publishing, hlm. 79-80. 
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diajukan upaya hukum apapun. Namun mengenai putusan arbitrase yang bersifat 

final dan mengikat tersebut, terdapat pengecualian atas alasan yang sangat 

eksepsional sehingga dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk 

permintaan annulment atau pembatalan putusan,7 pendapat tersebut senada dengan 

pernyataan dari Bambang Sutiyoso dalam bukunya penyelesaian sengketa bisnis, 

bahwa pada putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan jika terdapat hal-hal 

yang bersifat luar biasa.8 Akibat dari adanya pembatalan putusan arbitrase adalah 

putusan tersebut sudah dianggap lenyap secara keseluruhan wujud fisik maupun 

nilai yuridisnya, atau seolah-olah sengketa tersebut belum pernah diproses dan 

diputus dan secara mutlak putusan arbitrase tersebut dianggap belum pernah ada.9 

Dalam UU Arbitrase sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur apakah adanya 

permohonan pembatalan putusan arbitrase menunda eksekusi atau tidak. 

Berdasarkan logika hukum, hakim harus menunda eksekusi apabila ada bukti 

bahwa putusan yang akan dieksekusi tersebut sedang dimohonkan pembatalan 

apalagi baik eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan di 

pengadilan yang sama. 

 

Putusan arbitrase adalah putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat lagi artinya 

putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Hal ini tertera dalam pasal 

60 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Namun dalam 

putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm terdapat sebuah 

sengketa berupa penolakan pembatalan putusan arbitrase antara PT Pelayanan 

Listrik Nasional Batam dengan PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI). Pada sengketa ini yang menjadi Pemohon (Termohon 

Arbitrase) yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan yang menjadi Termohon 

(Pemohon Arbitrase) adalah PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI). 

 
7Yahya Harahap, 2006, Arbitrase dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan dan 

prosedur BANI, International Center For the Settlement Of Invesement Dispute (ICSID), 

UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral 

Award, Perma No.1 Tahun 1990, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.277. 
8Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta, Citra Media, 

hlm.141. 
9Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 322. 
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Sengketa iini idiajukan ike iPengadilan iNegeri iBatam idikarenakan ipihak iPemohon 

imerasa idirugikan ioleh iTermohon iyang idianggap imelakukan iperbuatan imelawan 

ihukum idan iwanprestasi. iPemohon imenyatakan iTermohon itelah imenahan 

ipermohonan ipersetujuan isuplai igas itanpa ialasan iyang ijelas, imeskipun iPemohon 

itelah iberitikad ibaik imengajukan irencana isuplai igas. 

 

Pada ipengadilan iarbitrase imemutuskan ibahwa iTermohon itelah imelakukan 

iwanprestasi idengan imenunda ipersetujuan itanpa idasar iyang ijelas. iDalam iperjanjian 

ijual ibeli itenaga ilistrik, idiatur imetode ipembayaran i"Take ior iPay", idi imana iPemohon 

iwajib imembayar imeski itidak imengambil ikuantitas iminimum iyang idisepakati. 

iMeskipun iada imediasi idan iperjanjian iuntuk itidak imengajukan ibanding, iPemohon 

imelanggar iketentuan itersebut idengan imengajukan ipembatalan iputusan iBANI. 

iTermohon ijuga imenegaskan ibahwa iPemohon itidak imenjelaskan isecara iutuh ifakta-

fakta iyang iada. iPengadilan iNegeri imemutuskan ibahwa iTermohon ibersalah iatas 

icidera ijanji, inamun iTermohon imelanjutkan iupaya ihukum idengan imengajukan 

ibanding. iBerdasarkan iPasal i72 iayat i(4) iUU iArbitrase, iterhadap ipembatalan iputusan 

iarbitrase ioleh iPengadilan iNegeri idapat idiajukan ibanding ikepada iMajelis iMahkamah 

iAgung iyang imemutus idalam itingkat iterakhir, isedangkan idalam ipenjelasannya 

idinyatakan ibahwa iyang idimaksud i“banding” iadalah ihanya iterhadap ipembatalan 

iputusan iarbitrase isebagaimana idimaksud idalam iPasal i70 iUU iArbitrase. iOleh ikarena 

iyang idiperiksa idalam iperkara iini iadalah ipermohonan ipembatalan iputusan iarbitrase, 

imaka iMahkamah iAgung iakan imemeriksa iperkara iini idalam itingkat iterakhir. i 

 

Pihak iTermohon imengajukan ibanding ike iMahkamah iAgung isehingga iterbentuk ilah 

iPutusan iNomor i996 iB/Pdt. iSus-Arbt/2022 isebagai itanggapan idari iputusan itersebut 

isehingga iMajelis iMahkamah iAgung imenyatakan iJudex iFacti itelah isalah idalam 

imenerapkan ihukum idengan itidak idapat imembuktikan iadanya itipu imuslihat idari iPT 

iEnergi iListrik iBatam. iSelain iitu, ituduhan iingkar ijanji iyang idiajukan ioleh iPT iEnergi 

iListrik iBatam itidak idianggap isebagai itipu imuslihat, iMajelis iMahkamah iAgung 

imenerima igugatan ibanding iyang idiajukan ioleh iPT iEnergi iListrik iBatam idan iBadan 

iArbitrase iNasional iIndonesia ipada ipokoknya, iyaitu iEksepsi ierorr iin ipersona ibahwa 

iPT iPelayanan iListrik iBatam itelah isalah imenempatkan iBANI iselaku iPenerbit 

iPutusan iArbitrase isebagai iTurut iTermohon isehingga imenyebabkan icacat iformil idan 
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iEksepsi iObscuur ilibel ibahwa iPT iPelayanan iListrik iBatam itidak imempunyai ilegal 

istanding iuntuk imengajukan iPembatalan iPutusan iArbitrase idalam iperkara ia iquo i 

ikarena imemilih iperaturan iprosedur iBANI isebagai iHukum iAcara iPenyelesaian imaka 

iyang ibersangkutan itelah imelepaskan ihaknya iuntuk imembatalkan iPutusan iArbitrase. 

i 

 

Berdasarkan idari ilatar ibelakang ikasus itersebut, imaka ipenulis itertarik iuntuk 

imembahas ilebih ilanjut imengenai ipenegakan ihukum idalam ipembatalan iputusan 

iarbitrase idengan ijudul i“Penyelesaian iHukum iDan iAkibat iHukum iPenolakan 

iPembatalan iPutusan iArbitrase” i(Studi iPutusan iNomor i996 iB/Pdt. iSus-

Arbt/2022) 

 

B. Rumusan iMasalah 
 

1. Bagaimana ialasan ihukum ipenolakan ipermohonan ipembatalan idalam iputusan 

iarbitrase? 

2. Bagaimana iakibat ihukum ipenolakan ipembatalan iputusan iarbitrase? 

 

C. Ruang iLingkup iPenelitian 
 

Ruang ilingkup idari ipenelitian iini iterdiri idari iruang ilingkup ikeilmuan idan iruang 

ilingkup iobjek ikajian. iRuang ilingkup ikeilmuan idari ipenelitian iini iadalah ihukum 

ikeperdataan ikhususnya itentang iHukum iArbitrase idan iPenyelesian iSengketa 

iAlternatif, isedangkan iruang ilingkup iobjek ikajian ipenelitian iini imengenai iakibat 

ihukum ipenolakan ipembatalan iputusan iarbitrase” idengan imelakukan ianalisis 

iterhadap iPutusan iNomor i996/Pdt. iSus-Arbt/2022) 

 

D. Tujuan iPenelitian i 
 

Adapun itujuan iyang iingin idicapai imelalui ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: i 

1. Untuk imemperoleh ipemaparan ilengkap, irinci, idan isistematis imengenai ialasan 

ihukum ipermohonan ipembatalan iputusan iarbitrase. 

2. Untuk imemperoleh ipemaparan ilengkap, irinci, idan isistematis imengenai iakibat 

ihukum iterhadap ipembatalan iputusan iarbitrase. 
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E. Kegunaan iPenelitian 

 

Kegunaan ipenelitian iyang idiharapkan idari ihasil ipenelitian iini iadalah isebagai 

iberikut: 

1. Kegunaan iTeoritis i 

Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan ikontribusi iyang idapat imembantu iuntuk 

ipengembangan ihukum idi iIndonesia idan imenjelaskan imengenai ipembatalan iputusan 

iarbitrase idengan imemberikan ianalisis imendalam iterhadap iprinsip-prinsip ihukum 

iyang imendasari ipembatalan itersebut. iDengan ihasil ianalisis iini ijuga idapat imenjadi 

idasar iuntuk ipenyempurnaan iatau ipengembangan iperaturan iperundang-undangan 

iyang iberkaitan idengan ipembatalan iputusan iarbitrase. 

2. Secara iPraktis i 

Secara iPraktis ihasil ipenelitian iini idiharapkan: 

a. Bagi imasyarakat, ihasil ipenelitian iini isecara ipraktis idiharapkan idapat 

imemberikan ipengembangan ikemampuan idan ipengetahuan ihukum ibagi ipenulis 

idalam ilingkup ihukum ikeperdataan ikhususnya iHukum iArbitrase idan 

iPenyelesaian iSengketa iAlternatif. 

b. Bagi imahasiswa, ihasil ipenulisan ipenelitian iini idiharapkan imenjadi ireferensi 

iterhadap ipara imahasiswa iyang imembutuhkan ireferensi isebagai ipenelitian. 

c. Bagi ipenulis, ipenelitian iini imerupakan isalah isatu isyarat iuntuk idapat 

imenyelesaikan isarjana istrata iI idi iFakultas iHukum iUniversitas iLampung 

ikhususnya ipada ibagian iIlmu iHukum. 



II. TINJAUAN iPUSTAKA 
 

 

A. Konsep iHukum iArbitrase 
 

Penyelesaian isengketa idiluar ipengadilan idinamakan iAPS i(Alternatif iPenyelesaian 

iSengketa) iAlternatif ipenyelesaian isengketa iatau isering idisebut iAlternative iDispute 

iResolution imerupakan imekanisme ipenyelesaian isengketa idiluar ipengadilan idengan 

imempertimbangkan isegala ibentuk iefisiensiya idan iuntuk itujuan iyang iakan idatang 

isekaligus imenguntungkan ibagi ipara ipihak iyang ibersengketa.10
 iUU iArbitrase 

imenyatakan ibahwa iarbitrase idan ipengadilan itetap imempunyai idan imemiliki 

iketerkaitan idalam ihal ipenyelesaian isengketa imelalui iarbitrase idisebut idalam 

ibeberapa ipasal, isebagai ibentuk imemperkuat iproses iarbitrase isampai ipelaksanaan 

iputusan iarbitrase. iDalam ihal ipelaksanaan iputusan iarbitrase inasional, iputusan 

iarbitrase iwajib idiserahkan idan ididaftarkan ike iPengadilan iNegeri idalam iwaktu 

ipaling ilama i30 ihari iterhitung isejak itanggal iputusan idi iucapkan, iagar iputusan idapat 

idilaksanakan. 

 

Perjanjian iarbitrase, idikenal idengan iadanya idua ibentuk iperjanjian iyang itercantum 

ipada iPasal i1 iangka i3 iUU iArbitrase imenjelaskan ibahwa iada idua imacam iperjanjian 

iarbitrase, iyaitu iperjanjian iyang iberbentuk ipactum ide icompromittendo idan iperjanjian 

iyang iberbentuk iacta icompromise. iPactum ide icompromittendo imerupakan isuatu 

iperjanjian iarbitrase iyang idibuat ipara ipihak isebelum iterjadinya isengketa. iPara ipihak 

iyang isudah isepakat iuntuk imenyerahkan ipenyelesaian isengketa iatau imungkin iyang 

iakan iterjadi idi ikemudian ihari ikepada ilembaga ihukum ipada i

 
10Nyoman iSatyayudha, idkk.Op iCit, ihlm. i14. i 
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arbitrase iarbitrase. iSedangkan iacta icompromise imerupakan isuatu iperjanjian 

iarbitrase iyang idibuat ipara ipihak isetelah itimbulnya isengketa.11 

 

1. Pengertian idan iSumber iHukum iArbitrase 
 

Menurut iLaw iDictionary, iArbitrase iadalah isubmission iof icontroversies, iby 

iagreement iof ithe iparties ithereta, ito ipersons ichose iby ithemselves ifor idetermination12. 

iArtinya, iArbitrase imerupakan ipenyelesaian isengketa iyang ididasarkan ipada 

iperjanjian iantara ipara ipihak iyang ibersengketa idan idiselesaikan ioleh iorang-orang 

iyang idipilih isendiri ioleh imereka iuntuk imendapatkan ikeputusan. iSedangkan imenurut 

iBurgerlijke iRechts iVordering i(BRv), iArbitrase imerupakan isuatu ibentuk iperadilan 

iyang idiselenggarakan ioleh idan iberdasarkan ikehendak iserta iitikad ibaik idari ipihak-

pihak iyang iberselisih iagar iperselisihan imereka itersebut idiselesaikan ioleh ihakim 

iyang imereka itunjuk idan iangkat isendiri, iputusan iyang ibersifat ifinal i(Putusan ipada 

iTingkat iterakhir) idan iyang imengikat ikedua ibelah ipihak iuntuk imelaksanakan. 

 

Berdasarkan iUU iArbitrase, idefinisi iarbitrase ipada ipasal i1 iayat i1 iberbunyi: 

i“Arbitrase iadalah icara ipenyelesaian isuatu isengketa iperdata idi iluar iperadilan iumum 

iyang ididasarkan ipada iperjanjian iarbitrase iyang idibuat isecara itertulis ioleh ipara ipihak 

iyang ibersengketa”. iPara iahli ihukum ijuga imemberikan ipendapat imengenai 

ipengertian iarbitrase, iyaitu iarbitrase iadalah isalah isatu imekanisme ialternatif 

ipenyelesaian isengketa iyang imerupakan ibentuk itindakan ihukum iyang idiakui ioleh 

iundang-undang idi imana isatu ipihak iatau ilebih imenyerahkan isengketanya, 

iketidaksepahamannya, iketidaksepakatannya, idengan isalah isatu ipihak ilain iatau ilebih 

ikepada isatu iorang i(arbiter) iatau ilebih i(arbiter-arbiter imajelis) iahli iyang iprofessional, 

iyang iakan i ibertindak isebagai ihakim iatau iperadilan iswasta iyang iakan imenerapkan 

itata icara ihukum iperdamaian iyang itelah idisepakati ibersama ioleh ipara ipihak itersebut 

iuntuk isampai ipada iputusan iyang ifinal idan imengikat.13
 i iSelanjutnya, iArbitrase iadalah 

 
11Safudin, iEndrik. i2018. iAlternatif iPenyelesaian iSengketa idan iArbitrase. iMalang, iIntrans 

iPublishing, ihlm. i79-80. 

12Kingkin iWahyuningdiah, idkk, i2018, iHukum iAlternatif iPenyelesaian iSengketa idan 

iArbitrase, iBandar iLampung, iAura, ihlm.17. 
13Priyatna iAbdulrrasyid, i2003. iArbitrase i& iAlternatif iPenyelesaian iSengketa- iSuatu 

iPengantar, iJakarta, iFikahati iAneska, ihlm. i30. 
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isuatu ibadan iperadilan iswasta idiluar ilingkungan iperadilan iumum iyang idikenal 

ikhusus idalam idunia iperusahaan, idan iarbitrase iadalah iSubmission iof icontroversies, 

iby iagreement iof ithe iparties ithere ito ipersons ichosen iby ithemselves ifor idetermination 

i(suatu ipengajuan isengketa iberdasarkan iperjanjian iantara ipara ipihak, ikepada iorang- 

iorang iyang idipilih isendiri ioleh imereka iuntuk imendapatkan isuatu ikeputusan. iDengan 

imerujuk ipada idefinisi ipara iahli, iarbitrase imerupakan isebuah icara iuntuk 

imenyelesaikan isebuah isengketa idi iluar ibadan iperadilan idi iIndonesia, iyang ihanya 

idapat idilakukan ioleh ipara ipihak iyang ibersengketa iberdasarkan isuatu iperjanjian iyang 

idibuat isudah iatau isebelum iterjadinya isengketa, idan idalam iproses ipenyelesaian 

idibutuhkan ipihak iketiga iuntuk imenengahi isebuah isengketa iyaitu iarbiter. iHukum 

iarbitrase imemiliki isumber ihukum iyang idapat idipergunakan iseseorang iuntuk idapat 

imenyelesaikan isengketa imelalui icara iarbitrase, ibaik idalam ikerangka iarbitrase 

inasional, imaupun iinternasional. iSumber ihukum iarbitrase iyaitu: 

 

a. Pasal i377 iHIR/705 iRBg 

 

Ketentuan iyang itegas imengenai iarbitrase idalam iHIR itercantum idalam ipasal i377 

iHerzien iInlandsch iReglement i(HIR) iatau ipasal i705 iRechtsreglement 

iBuitengewesten i(RBg) iyang imenyatakan ibahwa: i“Jika iorang iIndonesia iatau iorang 

iTimur iasing imenghendaki iperselisihan imereka idiputus ioleh ijuru ipisah iatau iarbitrase 

imaka imereka iwajib imemenuhi iperaturan ipengadilan iyang iberlaku ibagi iorang 

iEropa”14. 

 

Seperti iyang idijelaskan idi iatas, iperaturan iini imerupakan isemua iketentuan imengenai 

iAcara iPerdata iyang idiatur idalam iRV. iPasal idiataslah iyang imenjadi ilandasan ititik 

itolak ikeberadaan iarbitrase idalam ikehidupan idan ipraktek ihukum. iPasal iini 

imenegaskan ikebolehan ibagi ipihak-pihak iyang ibersengketa iuntuk idapat 

imenyelesaikan isengketa imelalui ijuru ipisah iatau iarbitrase, iarbitrase ijuga idiberikan 

iwewenang idan ifungsi iuntuk imenyelesaikan idalam ibentuk ikeputusan. iOleh ikarena 

iitu, ipara ipihak imaupun iarbiter iwajib itunduk iterhadap iperaturan ihukum iyang iberlaku 

ibagi ibangsa iataupun igolongan ieropa. 

 
14SIP iLaw iFirm, iIni iDasar iHukum iArbitrase: iLandasan iHukum iPenyelesaian iSengketa 

iMelalui iArbitrase, iartikel iberita, iSIP iLaw iFirm, i14 iApril i2023, ihttps://siplawfirm.id/ini-dasar-

hukum-arbitrase/?lang=id, iPada itanggal i23 iSeptember i2024, iPukul i03.18 iWIB. 

https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id
https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id
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b. Undang-Undang iNomor i48 iTahun i2009 itentang iKekuasaan ikehakiman 

 

Undang-Undang iNomor i48 iTahun i2009 itentang iKekuasaan ikehakiman ipada isatu 

ipasal iyaitu ipasal i58 imenyatakan ibahwa iupaya ipenyelesaian isengketa iperdata idapat 

idilakukan idi iluar ipengadilan inegara imelalui iarbitrase iatau ialternatif ipenyelesaian 

isengketa. iSeperti iyang idijelaskan ipada ipasal i58 imasyarakat iIndonesia idapat 

imenyelesaikan ikasus isengketa idiluar ipengadilan idan iini imerupakan ibukti ibahwa 

iadanya ilegalitas idalam itata ihukum iIndonesia. 

 

c. Undang-Undang iNomor i30 iTahun i1999 itentang iArbitrase idan iAlternatif 

iPenyelesaian iSengketa i 

 

Dalam iUU iArbitrase, imembahas imengenai iketentuan iumum idari ialternatif 

ipenyelesaian isengketa, imembahas imengenai isyarat-syarat, imenjelaskan itata icara 

ipelaksanaan iarbitrase isampai ike itahap iputusan, idan iyang iterakhir idalam iUU 

iArbitrase imembahas imengenai ibagaimana iputusan iarbitrase idapat idibatalkan. 

 

2. Asas iArbitrase idan iTahapan iPembatalan iPutusan iArbitrase 
 

Arbitrase iadalah isalah isatu imetode ialternatif ipenyelesaian isengketa idi iluar 

ipengadilan iyang ididasarkan ipada iperjanjian. iDalam iproses iarbitrase, ipara ipihak 

iyang ibersengketa isepakat iuntuk imenyerahkan ipenyelesaian isengketa imereka 

ikepada iseorang iatau isekelompok iorang iyang idisebut iarbiter. iProses iarbitrase iini 

iberjalan iberdasarkan isejumlah iasas iyang imendasarinya. iBerikut iadalah ibeberapa 

iasas ipenting idalam iarbitrase: 

 

a.  iAsas ifinal idan imengikat i(binding) 

 

Asas ifinal idan imengikat i(binding) isudah idiatur idalam iUU iArbitrase, ipada ipasal i60 

iyang imenyatakan i“ iPutusan iarbitrase ibersifat ifinal idan imempunyai ikekuatan ihukum 

itetap idan imengikat ipara ipihak” idan iuntuk imenguat ipasal itersebut ijuga idikatakan 

ipada ipasal i68 iayat i1 iUU iArbitrase, iyang imenyatakan ibahwa i“Terhadap iputusan 

iketua ipengadilan iNegeri isebagaimana idimaksud idalam ipasal i66 ihuruf id iyang 

imengakui idan imelaksanakan iputusan iarbitrase iinternasional, itidak idapat idiajukan 

ibanding iatau ikasasi” iAsas ifinal idan imengikat i(binding) idalam iputusan idari iarbitrase 

itidak idapat idiganggu igugat iwalaupun ioleh ipengadilan, ikarena idalam iputusan 
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iarbitrase itidak idapat idilakukan iUpaya ibanding idan ikasasi. iDisini ipengadilan ihanya 

iberfungsi isebagai ieksekutor, iyang ihanya imeneliti iapakah iada ipelanggaran iatas iasas-

asas itersebut, imaka ipengadilan idapat imenolak ipemberian ieksekutor. 

 

b.  iAsas iresiporisitas 

 

Asas iresiporisitas iatau idisebut iasas itimbal ibalik iini idiatur idalam iUU iArbitrase, ipada 

ipasal i66 ihuruf ia, iyang imenyatakan i“Putusan iArbitrase iInternasional idijatuhkan ioleh 

iarbiter iatau imajelis iarbitrase idi isuatu inegara iyang idengan inegara iIndonesia iterikat 

ipada iperjanjian, ibaik isecara ibilateral imaupun imultilateral, imengenai ipengakuan idan 

ipelaksanaan iPutusan iArbitrase iInternasional”. iAsas iini imempunyai imakna iadanya 

iikatan ihubungan itimbal ibalik iantara isuatu inegara idengan inegara ilain idimana idalam 

ihubungan itersebut iantara inegara isama-sama imengakui iputusan iarbitrase inegara, 

ibegitu ijuga isebaliknya. iMenurut iasas iresprositas itidak isemua iputusan iarbitrase iasing 

idapat idiakui i(recognize) idan idiekesekusi i(enforcement), ihanya iterbatas ipada 

iputusan iyang idiambil idi inegara iasing iyang imempunyai iikatan ibilateral idengan 

iIndonesia idan iterkait iBersama idengan inegara iIndonesia idalam isuatu ikonvensi 

iinternasional.15 

 

c.  iAsas iketertiban iumum 

 

Asas iketertiban iumum iini idiatur idalam idiatur idalam iUU iArbitrase, ipada ipasal i66 

ihuruf ic, iyang imenyatakan i“Putusan iArbitrase iInternasional isebagaimana idimaksud 

idalam ihuruf ia ihanya idapat idilaksanakan idi iIndonesia iterbatas ipada iputusan iyang 

itidak ibertentangan idengan iketertiban iumum”. iAsas iini imengatur ibahwa iapabila iada 

iputusan iarbitrase iyang ibertentangan idengan iketertiban iumum idi iIndonesia imaka 

ipermintaan ieksekusinya idapat iditolak. 

 

d.  iAsas iseparibilitas 

 

Asas iseparibilitas iatau iseverable iclause iini, imempunyai iarti ibahwa idalam isuatu 

iperjanjian, ijika iada isalah isatu iperikatan idalam iperjanjian itersebut ibatal, imaka 

ipembatalan itersebut itidak imengakibatkan iperikatan iyang ilain imenjadi ibatal. 

 
15Adolf, iH., iNasution, iA., i& iSimorangkir, iT., i2010, iMasalah iHukum iArbitrase iOnline. 

iJakarta, iBPHN iKEMENKUMHAM iRI. ihlm. i20. 
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iPenerapan iasas iini ipada iperjanjian iarbitrase iartinya ijika iperjanjian ipokok itersebut 

iberakhir iatau ibatal, iklausul iatau ipasal imengenai iarbitrase imasih itetap ieksis.16 

 

Dalam isebuah isengketa iarbitrase ipada iumumnya ipara ipihak ibanyak iyang imerasa 

itidak imenerima iatas isebuah iputusan itersebut, isehingga idapat iterjadi iupaya 

ipembatalan iputusan iarbitrase. iMekanisme iupaya ipembatalan iputusan iarbitrase 

isudah idiatur idalam iUU iArbitrase ipada ibab iVII ipada ipasal i70 is.d ipasal i72 itentang 

iPembatalan iPutusan iArbitrase, iakan idiuraikan isebagai iberikut: 

1. Memenuhi ialasan ipembatalan imenurut iPasal i70 iUndang-Undang iNomor i30 

iTahun i1999 iTentang iArbitrase idan iAlternatif iPenyelesaian iSengketa itentang 

iArbitrase idan iAlternatif iPenyelesaian iSengketa, iyang iselengkapnya iberbunyi, 

iterhadap iputusan iarbitrase ipara ipihak idapat imengajukan ipermohonan 

ipembatalan iapabila iputusan itersebut ididuga imengandung iunsur-unsur isebagai 

iberikut: 

a. surat iatau idokumen iyang idiajukan idalam ipemeriksaan, isetelah iputusan 

idijatuhkan, idiakui ipalsu iatau idinyatakan ipalsu; i 

b. setelah iputusan idiambil iditemukan idokumen iyang ibersifat imenentukan, 

iyang idisembunyikan ioleh ipihak ilawan,atau i 

c. putusan idiambil idari ihasil itipu imuslihat iyang idilakukan ioleh isalah isatu ipihak 

idalam ipemeriksaan isengketa. 

2. Mengenai iunsur: iPasal i70 imenyatakan ibahwa iunsur ipembatalan iharus idibuktikan 

idengan iputusan ipengadilan. iPutusan ipengadilan idapat idigunakan isebagai idasar 

ipertimbangan ihakim iuntuk imengabulkan iatau imenolak ipermohonan. iPenelitian 

iini imenyelidiki ipengujian imateril iyang idilakukan ioleh iMahkamah iKonstitusi 

iterhadap ipenjelasan ipasal i70 itersebut. iPutusan iMahkamah iKontitusi imenyatakan 

ibahwa ipenjelasan ipasal i70 itidak imemiliki ikekuatan ihukum iyang imengikat idan 

ibertentangan idengan iUUD i1945. 

3. Mengajukan ipermohonan ipembatalan iputusan iarbitrase iharus idiajukan isecara 

itertulis ikepada iKetua iPengadilan iNegeri idalam iwaktu ipaling ilama i30 i(tigapuluh) 

ihari iterhitung isejak ihari ipenyerahan idan ipendaftaran iputusan iarbitrase ikepada 

iPanitera iPengadilan iNegeri. 

 
16Gatot iSoemartono, iOp iCit. ihlm. i25. 
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4. Putusan iatas ipermohonan ipembatalan iditetapkan ioleh iKetua iPengadilan iNegeri 

idalam iwaktu ipaling ilama i30 i(tiga ipuluh) ihari isejak ipermohonan idiajukan. 

5. Apabila ipermohonan idikabulkan, iKetua iPengadilan iNegeri imenentukan ilebih 

ilanjut iakibat ipembatalan iseluruhnya iatau isebagian iputusan iarbitrase. 

6. Terhadap iputusan ipengadilan iNegeri idapat idiajukan ipermohonan ibanding ike 

iMahkamah iAgung iyang imemutus ipada itingkat ipertama idan iterakhir. 

ipermohonan ibanding idilakukan ihanya iterhadap ipembatalan iputusan iarbitrase 

iyang ididasarkan ipada iketiga ialasan ipembatalan ipasal i70 iUndang-undang iNomor 

i30 iTahun i1999 iTentang iArbitrase idan iAlternatif iPenyelesaian iSengketa 

7. Mahkamah iAgung idalam imempertimbangkan iserta imemutuskan ipermohonan 

ibanding iatas iputusan ipembatalan iarbitrase iyang iditetapkan ioleh iKetua 

iPengadilan iNegeri idalam iwaktu ipaling ilama i30 i(tiga ipuluh) ihari isetelah 

ipermohonan ibanding itersebut, iditerima ioleh iMajelis iMahkamah iAgung. 

 

B. Ekseskusi iPutusan iDi iPengadilan 
 

Suatu iperkara iperdata iitu idiajukan ioleh ipihak iyang ibersangkutan ikepada iPengadilan 

iuntuk imendapatkan ipemecahan iatau ipenyelesaian. iPemeriksaan iperkara imemang 

idiakhiri idengan iputusan, iakan itetapi idengan idijatuhkan iputusan isaja ipersoalan 

ibelum iselesai. iPutusan iitu iharus idapat idilaksanakan iatau idijalankan. iSuatu iputusan 

iPengadilan itidak iada iartinya iapabila itidak idapat idilaksanakan. iOleh ikarena iitu, 

iputusan ihakim imempunyai ikekuatan ieksekutorial, iyaitu ikekuatan iuntuk 

idilaksanakan iapa iyang idi itetapkan idalam iputusan iitu isecara ipaksa ioleh ialat-alat 

inegara. iAdapun iyang imemberi ikekuatan ieksekutorial ipada iputusan ihakim iialah 

ikepala iputusan iyang iberbunyi i“Demi iKeadilan iberdasarkan iKetuhanan iYang iMaha 

iEsa”.17 

 

1. Pengertian idan iSumber iHukum iEksekusi iPutusan iPengadilan 
 

Putusan iPengadilan iyang imemerlukan ipelaksanaan iadalah iputusan iyang ibersifat 

imenghukum i(condemnatoir). iPelaksanaan itersebut imemerlukan ibantuan idari ipihak 

iyang ikalah idalam isuatu iperkara, iartinya ipihak iyang ibersangkutan iharus idengan 

isukarela imelaksanakan iputusan iPengadilan. iMelaksanakan iputusan iPengadilan 

 
17Sudikno iMerto iKusumo, iOp.Cit, ihlm i209. 
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iartinya ibersedia imemenuhi ikewajiban iuntuk iberprestasi iyang idibebankan ioleh 

iPengadilan imelalui iputusanya.18
 i 

 

Pelaksanaan iputusan iatau ieksekusi imerupakan irangkaian iterahir idari iproses 

iberperkara idi ipengadilan. iPutusan iyang itelah imempunyai ikekuatan ihukum itetap 

iatau iputusan iyang idapat idijalankan iterlebih idahulu idapat idilakukan ieksekusi. iSuatu 

iputusan idikatakan itelah imempunyai ikekuatan ihukum itetap iapabila ipara ipihak itelah 

imenerima iputusan, itidak iada iupaya ihukum iyang idilakukan ipara ipihak iatau isalah isatu 

ipihak iyang iberperkara idalam itenggang iwaktu iyang itelah iditemukan, idan itelah 

idiputus ioleh ipengadilan itingkat iterakhir iatau ikasasi.19 

 

Secara ietimologis ieksekusi iberasal idari ibahasa iBelanda iyang iberarti imenjalankan 

iputusan ihakim, ipelaksanaan iputusan ihakim iatau ipelaksanaan iputusan i(tenuitvoer 

ilegging ivan ivonnissen) isecara iterminologi ieksekusi iialah imelaksanakan iputusan 

i(vonis) ipengadilan iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap.20 

Para iahli ihukum ijuga imemberikan ipendapat imengenai ipengertian ieksekusi iputusan 

ipengadilan, iyaitu ieksekusi iadalah ipelaksanaan isecara iresmi isuatu iputusan 

ipengadilan idi ibawah ipimpinan iketua ipengadilan.21eksekusi iadalah itindakan ihukum 

iyang idilakukan ioleh ipengadilan ikepada ipihak iyang ikalah idalam isuatu iperkara, 

imerupakan iaturan itata icara ilanjutan idari iproses ipemeriksaan iyang 

iberkesinambungan idari ikeseluruhan iproses ihukum iacara iperdata.22
 i 

 

Eksekusi iadalah ipemeriksaan iperkara imemang idiakhiri idengan iputusan, iakan itetapi 

idengan idijatuhkan iputusan isaja ibelumlah iselesai ipersoalannya. iPutusan iitu iharus 

idapat idilaksanakan iatau idijalankan. iSuatu iputusan itidak iada iartinya iapabila itidak 

idapat idilaksanakan. iOleh ikarena iitu iputusan ihakim imempunyai ikekuatan 

ieksekutorial, iyaitu ikekuatan iuntuk idilaksanakan iapa iyang iditetapkan idalam iputusan 

 
18Abdul iKadir iMuhammad, i2014, iHukum iAcara iPerdata iIndonesia, iBandung,Citra iAditya 

iBakti, ihlm. i197. 
19Abdullah iTri iWahyudi, i2004, iPeradilan iAgama idi iIndonesia, iYogyakarta,Pustaka iPelajar, 

ihlm. i194-195. 
20Mardani, i2010, iHukum iAcara iPerdata iPeradilan iAgama idan iMahkamah iSyar’iyah, 

iJakarta, iSinar iGrafika, ihlm.142. 
21Abdulkadir iMuhammad, iOp. iCit, ihlm. i217. 
22M.Yahya iHarahap,1991, iRuang iLingkup iPermasalahan iEksekusi iBidang iPerdata, iJakarta, 

iGramedia, ihlm. i1. 
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iitu isecara ipaksa ioleh ialat-alat inegara. iSehingga ipelaksanaan iputusan ihakim iatau 

ieksekusi ipada ihakikatnya itidak ilain iialah irealisasi idaripada ikewajiban idari ipihak 

iyang ibersangkutan iunutk imemenuhi iprestasi iyang itercantum idalam iputusan 

itersebut.23 

 

Dalam ipraktik iperadilan iumumnya iapabila isuatu iputusan itelah imempunyai ikekuatan 

ihukum iyang itetap i(inkracht) idapat idilaksanakan ieksekusi iterhadap ibarang-barang 

iyang imenjadi ijaminan ibaik iitu ibarang ibergerak imaupun itidak ibergerak. iApabila 

ipihak iyang idikalahkan idalam isuatu ipersidangan ipengadilan itidak imau imenyerahkan 

ibarang ijaminan iyang imenjadi iobjek isengketa idengan isukarela, imaka iketua 

ipengadilan idapat imelaksanakan iputusan idengan icara ipaksa iyang idibantu ioleh iaparat 

iteritorial isetempat i(polresta, ikodim, ipolsekta, ikoramil, ilurah, iketua iRW idan iketua 

iRT)24. iEksekusi iakan idilaksanakan iatas iperintah idan idibawah ipimpinan iketua 

ipengadilan. iEksekusi isecara inyata idilakukan ioleh ipanitera iatau ijurusita iberdasarkan 

iperintah iketua ipengadilan iyang idituangkan idalam ibentuk isurat ipenetapan. iEksekusi 

iputusan ipengadilan imemiliki isumber ihukum iyang idapat idipergunakan iuntuk idapat 

imenjadi iacuan idalam iputusan ipengadilan, iSumber ihukum iyang idigunakan ieksekusi 

iputusan ipengadilan iyaitu:25 

a. Undang-Undang iHukum iAcara iPerdata iyaitu idi idalam iHIR ikhususnya idalam 

iPasal i195 isampai idengan iPasal i224 idiatur itentang iekseskusi iPutusan iPengadilan 

ipada ibagian ikelima, isedangkan idalam iRBg idalam iPasal i206 isampai idengan iPasal 

i225, idiatur ipada ibagian ikeempat. 

b. Pasal i33 iayat i(3) iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i1999 itentang iKetentuan 

iPokok iKekuasan iKehakiman idikatakan ipelaksanaan iputusan iPengadilan idalam 

iPerkara iperdata idilaksanakan ioleh iPanitera idan iJuru iSita iserta idipimpin ioleh 

iKetua iPengadilan iNegeri. 

c. Pasal i33 iayat i(4) iUndang-Undang iNomor i14 iTahun i1970, iyaitu itentang 

ikewajiban ihukum iyang ibersendikan inorma imoral, idimana idalam imelaksanakan 

iputusan ipengadilan idiusahakan isupaya iperikemanusiaan itetap iterpelihara. 

 
23Sudikno iMertokusumo, iOp. iCit, ihlm. i205. 
24Sarwono, i2014,Hukum iAcara iPerdata iTeori idan iPraktik, iJakarta,Sinar iGrafika, ihlm. i317. 
25Endang iHadrian idan iLukman iHakim, i2020, iHukum iAcara iPerdata idi iIndonesia: 

iPermasalahan iEksekusi idan iMediasi, iYogyakarta, iDeepublish. ihlm. i67-68. 
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d. Pasal i60 iUndang-Undang iNomor i60 iTahun i1986 itetap iberlaku ioleh ikarena itidak 

idirubah ioleh iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i2004 itentang iPerubahan iKedua 

iAtas iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i1986 itentang iPeradilan iUmum 

e. Peraturan iMahkamah iAgung iNomor i1 iTahun i1980 iyang idisempurnakan iPasal i5 

idinyatakan ibahwa ipermohonan iPeninjauan iKembali itidak imenangguhkan iatau 

imenghentikan ipelaksanaan ieksekusi 

f. SEMA iNomor i4 iTahun i1975 imenyatakan ibahwa ipenyanderaan iditujukan ipada 

iorang iyang isudah itidak imungkin ilagi idapat imelunasi ihutang-hutangnya idan 

ikarena iia idisandera ikebebasan ibergerak, ikemudian iia itidak ilagi iada ikesempatan 

iuntuk iberusaha imendapatkan iuang iatau ibarang iuntuk imelunasi ihutangnya. 

 

2. Jenis-Jenis idan iAsas iEksekusi iPutusan iPengadilan 
 

Ada ibeberapa ijenis ipelaksanaan iputusan i(eksekusi) iyaitu: 

 

a. Eksekusi iuntuk iMembayar iSejumlah iUang 

 

Eksekusi ipembayaran isejumlah iuang iialah isuatu ieksekusi iyang iintinya iagar ipihak 

iyang ikalah idalam iberperkara imembayar isejumlah iuang iyang itelah iditetapkan ipihak 

ipengadilan ikepada ipihak iyang idimenangkan. iPelaksanaannya imelalui ipenjualan 

iLelang iterhadap ibarang-barang imilik ipihak iyang ikalah iperkara, isampai imencukupi 

ijumlah iuang iyang iharus idibayar isebagaimana iditentukan idalam iputusan ihakim 

itersebut, iditambah ibiaya-biaya ipengeluaran iuntuk ipelaksanaan ieksekusi itersebut. 

iDalam ipraktik idengan iberdasarkan iketentuan iPasal i197 iayat i(1) iHIR/ iPasal i208 

iRBg, imaka ibarang-barang ipihak iyang ikalah idiletakkan isita ieksekusi i(executoir 

ibeslag) iterlebih idahulu isebelum ipenjualan iLelang idilakukan, ikemudian iproses 

ieksekusi idimulai idari ibarang-barang ibergerak idan ijika ibarang ibergerak itidak iada 

iatau itidak imencukupi ibarulah idilakukan iterhadap ibarang-barang iyang itidak 

ibergerak(barang itetap).26
 iApabila ipihak iyang ikalah isudah itidak idapat imelunasi 

ipembayaran isejumlah iuang, imaka idapat idilakukan isecara ipaksa idengan icara 

imenjual ilelang iharta ikekayaan itergugat.27
 iApabila isebelumnya ibelum idilakukan isita 

ijaminan, ieksekusi idilanjutkan idengan imenyita isekian ibanyak ibarang ibergerak. 

 
26Zainal iAsikin, i2016, iHukum iAcara iPerdata idi iIndonesia, iJakarta, iPrenamedia iGroup, ihlm. 

i9. 
27Neng iYani iNurhayani, iHukum iAcara iPerdata, iOp.Cit. ihlm. i202. 
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iApabila itidak icukup, imaka ibarang-barang itidak ibergerak imilik ipihak iyang 

idikalahkan ijuga idapat idisita isehingga icukup iuntuk imembayar ijumlah iuang iyang 

iharus idibayar imenurut iputusan ibeserta ibiaya-biaya ipelaksanaan iputusan itersebut. 

iPenyitaan iyang idilakukan iini idisebut isita ieksekutorial.28 

 

b. Eksekusi iBerupa iPenghukuman iuntuk iMelaksanakan iPerbuatan 

 

Pasal i225 iHIR imengatur itentang ibeberapa ihal imengadili iperkara iyang iistimewa. 

iApabila iseseorang idihukum iuntuk imelakukan isuatu ipekerjaan itertentu, itetapi iia 

itidak imau imelakukanya, ihakim itidak idapat imemaksa iterhukum iuntuk imelakukan 

ipekerjaan itersebut. iAkan itetapi, ihakim idapat imenilai iperbuatan itergugat idalam 

ijumlah iuang, ilalu itergugat idihukum iuntuk imembayar isejumah iuang iuntuk 

imengganti ipekerjaan iyang iharus idilakukanya iberdasarkan iputusan ihakim iterdahulu. 

iUntuk imenilai ibesarnya ipenggantian iini iadalah iwewenang iketua ipengadilan iyang 

ibersangkutan.29 

 

Dalam ieksekusi iini ihukuman iuntuk imelakukan isuatu iperbuatan idapat idiajukan 

ipermohonan ioleh ipihak iyang idimenangkan idalam isuatu ipersidangan ikepada ihakim 

iagar isuatu iperbuatan itersebut idapat idinilai idengan isejumlah iuang isesuai idengan 

ipetitum iyang idiajukan ioleh ipenggugat. iApabila ipermohonan igugatan ipenggugat 

iuntuk imengganti isuatu iperbuatan iyang idinilai idengan isejumlah iuang iyang ibesarnya 

itelah iditentukan idalam ipetitum idikabulkan ioleh ihakim, imaka ieksekusinya idapat 

idilaksanakan idengan ipembayaran iuang ipaksa i(dwangsom) isesuai idengan ikeputusan 

ihakim. iEksekusi iini ieksekusi iyang imengandung ipenghukuman ikepada ipihak iyang 

idikalahkan iuntuk imelakukan isuatu iperbuatan iatau itidak imelakukan isuatu iperbuatan 

i(jika idigantikan idengan isejumlah iuang). iDalam ieksekusi iini ipihak iyang idikalahkan 

idalam ipersidangan itidak idapat idipaksakan iuntuk imemenuhi iisi iputusan ihakim iyang 

iberupa iperbuatan, ikarena isuatu iperbuatan iyang ibelum idilakukan idapat idiganti 

idengan inilai isejumlah iuang iyang iditetapkan ioleh ihakim, isedangkan ipenggantian 

inilai isejumlah iuang itersebut ipelaksanaanya idapat idi ipaksakan.30 

 

 

 
28Ibid. 
29Ibid. 
30Sarwono, iOp.Cit., ihlm. i331. 
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c. Eksekusi iRiil 

 

Eksekusi iriil imerupakan ipelaksanaan iputusan ipengadilan ibaik iterhadap ibarang-

barang ibergerak imaupun itidak ibergerak iyang ibertujuan iuntuk imemenuhi iprestasi 

iyang idibebankan ikepada ipihak iyang idikalahkan idalam isuatu iperkara idi ipersidangan 

ipengadilan. iEksekusi ipenyitaan iterhadap ibarang iyang itidak ibergerak ijika isudah idi 

idaftarkan ipada ikantor ipendaftaran itanah, imaka iberita iacara ipenyitaan iitu 

idiberitahukan ikepada ikantor ipendaftaran itanah i(khusus iuntuk ihipotik), itetapi ijika 

ibarang ijaminan iyang idisita ibelum ididaftarkan, imaka iberita iacara ipenyitaan 

idiumumkan ioleh ipanitera iatau ipanitera ipengganti iyang ikemudian imemerintahkan 

ikepada ilurah isetempat iagar ipenyitaan iterhadap ibarang ijaminan idiumumkan isupaya 

idiketahui ioleh iorang ibanyak i(Pasal i198 iHIR). iTata icara ieksekusi iriil iyang idikatikan 

idengan iPasal i218 iayat i(2) iRBg idengan itata icara ieksekusi iriil iyang idiatur ioleh iPasal 

i1033 iRV idapat idijadikan ilandasan imenjalankan ieksekusi iriil idalam ipraktik 

iperadilan. i“Tata icara iyang idiatur idalam ipasal-pasal idimaksud isudah idianggap 

isebagai iaturan iformal imenjalankan ieksekusi iriil itentang ipengosongan, 

ipembongkaran imampu imelakukan iatau itidak imelakukan isesuatu.31
 i 

Pelaksanaan ikegiatan ieksekusi ipembatalan iputusan idi ipengadilan imemiliki 

ibeberapa iasas iyang imenjadi ilandasan idilaksanakannya iproses ieksekusi, iantara ilain: 

  

1. Menjalankan iPutusan iyang iTelah iBerkekuatan iHukum iTetap 

 

Pada iasasnya ibahwa ieksekusi idilaksanakan ibagi iputusan iyang itelah imempunyai 

ikekuatan ihukum itetap i(inkracht ivan igewijsde). iTindakan ieksekusi ibiasanya ibaru 

imenjadi isuatu imasalah iapabila ipihak iyang ikalah iialah ipihak itergugat, idi imana idalam 

itahap ieksekusi ikedudukannya imenjadi ipihak itereksekusi. iSementara ibila ipihak 

ipenggugat iyang ikalah idalam iperkara, ibahkan imenurut ilogika itidak iada iputusan iyang 

iperlu idieksekusi. iHal iini isesuai idengan isifat isengketa idan istatus ipara ipihak idalam 

isuatu iperkara. iPihak iPenggugat ibertindak iselaku ipihak iyang imeminta ikepada 

ipengadilan iagar ipihak itergugat idihukum iuntuk imenyerahkan isuatu ibarang, 

imengosongkan irumah iatau isebidang itanah, imelakukan isesuatu, imenghentikan 

isesuatu iatau imembayar isejumlah iuang. iSalah isatu ihukuman iseperti iitulah iyang 

 
31M. iYahya iHarahap, iOp. iCit, ihlm. i316-317. 
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iselalu iterdapat idalam iputusan. iSelanjutnya iapabila igugatan ipenggugat idikabulkan 

ioleh ipengadilan idan iharus idipenuhi idan iditaati ipihak itergugat isebagai ipihak iyang 

ikalah. iOleh ikarena iitu, ibila ikita iberbicara imengenai ieksekusi iputusan iadalah 

itindakan iyang iperlu idilakukan iuntuk imemenuhi ituntutan ipenggugat ikepada 

itergugat.32Tidak iterhadap isemua iputusan ipengadilan imempunyai ikekuatan ihukum 

ieksekutorial. iArtinya itidak isemua iputusan ipengadilan idapat idieksekusi. iPutusan 

iyang ibelum idapat idiekesekusi iadalah iputusan iyang ibelum idapat idijalankan. iPada 

iprinsipnya ihanya iputusan iyang itelah imempunyai ikekuatan ihukum iyang itetap iyang 

idapat idijalankan.33
 iPada iasasnya iputusan iyang idapat idieksekusi iadalah iputusan 

iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum iyang itetap, ikarena idalam iputusan iyang 

itelah iberkekuatan ihukum iyang itetap itelah iterkandung iwujud ihubungan ihukum iyang 

itetap idan ipasti iantara ipihak iyang iberperkara. iHal iini idisebabkan ihubungan ihukum 

iantara ipihak iyang iberperkara isudah itetap idan ipasti, iyaitu ihubungan ihukum iitu imesti 

iditaati idan imesti idipenuhi ioleh ipihak iyang idihukum i(pihak itergugat), ibaik isecara 

isukarela imaupun isecara ipaksa idengan ibantuan ikekuatan iumum.34 

  

2. Pelaksanaan iPutusan iLebih iDahulu 

 

Pada iPasal i180, iayat i(1) iHIR, imenjelaskan ibahwa ieksekusi idapat idijalankan 

ipengadilan iterhadap iputusan ipengadilan, isekalipun iputusan iyang ibersangkutan 

ibelum imemperoleh ikekuatan ihukum iyang itetap. iPasal iini imemberi ihak ikepada 

iPenggugat iuntuk imengajukan ipermintaan iagar iputusan idapat idijalankan 

ieksekusinya ilebih idahulu, isekalipun iterhadap iputusan iitu ipihak itergugat 

imengajukan ibanding iatau ikasasi. iSyarat-syaratnya iyang iditetapkan iuntuk 

imengabulkan iputusan iserta-merta ijumlahnya iterbatas idan ijelas itidak ibersifat 

iimperative. iSyarat-syarat iitu iberupa:35 

a. Adanya iakta iautentik iatau itulisan itangan iyang imenurut iundang-undang 

imempunyai ikekuatan ibukti; 

b. Ada iputusan ilain iyang isudah iada idan isudah imempunyai ikekuatan ihukum ipasti; 

c. Ada igugatan iprovisi iyang idikabulkan; 

 
32Zainal iAsikin, iOp. iCit., ihlm. i149-150. 
33

 iIbid. 
34

 iM.Yahya iHarahap, iOp. iCit., ihlm. i6 
35

 iDjazuli iBachir,1995, iEksekusi iPutusan iPerkara iPerdata: iSegi iHukum idan iPenegakan 

iHukum, iJakarta, iAkademika iPressindo., ihlm. i12. 
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d. Sengketa iyang iada isekarang imengenai ihak imilik iperseorangan iatas itanah iyang 

idiwariskan i(bezits irechti). 

 

3. Pelaksanaan iPutusan iProvisi 

 

Pada ipasal i180 iayat i(1) iHIR ijuga imengenal iputusan iprovisi, iyaitu ituntutan ilebih 

idahulu iyang ibersifat isementara iyang imendahului iputusan ipokok iperkara. iApabila 

ihakim imengabulkan igugatan iatau ituntutan iprovisi, imaka iputusan iprovisi itersebut 

idapat idilaksanakan i(dieksekusi) imaupun iperkara ipokoknya ibelum idiputus 

i(mendahului). 

 

4. Akta iPerdamaian 

 

Akta iPerdamaian iini idiatur idalam ipasal i130 iHIR, idi imana iakta iperdamaian iyang 

idibuat idi ipersidangan ioleh ihaki. iEksekusi iakta itersebut idapat idijalankan itak iubahnya 

iseperti iputusan iyang itelah imempunyai ikekuatan ihukum iyang itetap. iDimana isejak 

itanggal ilahirnya iakta iperdamaian, imaka itelah imelekat ikepada ikekuatan ieksekutorial 

ipada idirinya iwalaupun iia itidak imerupakan iputusan ipengadilan iyang imemutus 

isengketa. 

 

5. Eksekusi iTerhadap iGrosse iAkta 

 

Eksekusi iterhadap igrosse iakta idiatur ipada ipasal i224 iHIR, imenjelaskan ibahwa 

ieksekusi iyang idijalankan iialah imemenuhi iisi iperjanjian iyang idibuat ioleh ipara ipihak. 

iPasal iini imemperbolehkan ieksekusi iterhadap iperjanjian, iasal iperjanjian iitu 

iberbentuk igrosse iakta. iJadi iperjanjian idengan ibentuk igrosse iakta itelah idilekati ioleh 

ikekuatan ieksekutorial.36 

 

6. Putusan iTidak iDijalankan iSecara iSukarela 

 

Pelaksanaan iputusan idapat idilakukan isecara isukarela, inamun iseringkali ipihak iyang 

idikalahkan itidak imau imelaksanakanya, isehinga idiperlukan ibantuan idari ipengadilan 

iuntuk imelaksanakan isecara ipaksa. iDalam ihal iini ipihak iyang idimenangkanlah iyang 

imengajukan ipermohonan ieksekusi itersebut.37Eksekusi isebagai itindakan ipaksa 

 
36Ibid. 
37R. iSoeroso,2001, iPraktik iHukum iAcara iPerdata iTata iCara idan iProses iPersidangan, 

iJakarta,Sinar iGrafika, ihlm. i133. 
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imenjalankan iputusan ipengadilan iyang imerupakan ipilihan ihukum iapabila ipihak 

iyang ikalah i(tergugat) itidak imau imenjalankan iputusan isecara isukarela. iApabila 

itergugat ibersedia imenjalankan iputusan isecara isukarela, imaka ieksekusi itidak iperlu 

idilakukan. i 

 

Pada ipelaksanaan iputusan isecara isukarela, ipihak iyang ikalah imemenuhi isendiri 

idengan isempurna iisi iputusan ipengadilan. iTergugat, itanpa ipaksaan idari ipihak 

imanapun imenjalankan ipemenuhan ihubungan ihukum iyang idijatuhkan ikepadanya, 

ikarena ipihak itergugat idengan isukarela imemenuhi iisi iputusan ikepada ipihak 

ipenggugat, imaka isudah itidak idiperlukan itindakan ipaksa ikepadanya. iEksekusi idalam 

isuatu iperkara ibaru iberfungsi iapabila ipihak itergugat itidak imenjalankan iputusan 

isecara isukarela. iKeengganan itergugat imenjalankan iputusan imenimbulkan 

ikonsekuensi ihukum iberupa itindakan ipaksa iyang idisebut ieksekusi. iDengan 

idemikian, isalah isatu iprinsip iyang imelekat ipada ieksekusi iadalah imenjalankan 

iputusan isecara ipaksa, imerupakan itindakan iyang itimbul iapabila ipihak itergugat itidak 

imenjalankan iputusan isecara isukarela. 

 

C. Upaya iHukum iPenolakan iPermohonan iPembatalan iPutusan iArbitrase 
 

1. Pengertian iUpaya iHukum i 
 

Dalam isuatu iproses ipenyelesaian iperkara idi iperadilan iumum, ipara ipihak iyang 

iberperkara imemiliki itujuan iuntuk imemperoleh iputusan ihakim iyang iberkekuatan 

ihukum itetap. iNamun ipada ikenyataanya, isetiap iputusan iyang idijatuhkan ioleh ihakim 

ibelum itentu imemenuhi iunsur ikeadilan idan ikebenaran ikarena ipada ihakikatnya ihakim 

ijuga imerupakan iseorang imanusia iyang idapat imelakukan ikesalahan iatau ikekhilafan 

idalam imemutuskan idan imemihak isalah isatu ipihak. i“Berdasarkan ihal itersebut 

iundang-undang imemberikan isuatu icara ibagi ipihak iyang imerasa itidak ipuas iterhadap 

iputusan iyang idijatuhkan ioleh ihakim iuntuk imelakukan iperlawanan idalam ihal 

itertentu isebagai ialat iuntuk imencegah iatau imemperbaiki ikekeliruan idalam isuatu 

iputusan”38. 

 

 
38Mertokusumo iSudikno, i2009, iHukum iAcara iPerdata iIndonesia, iYogyakarta, iPenerbit 

iLiberty, ihlm.234 
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Upaya ihukum idalam isistem ihukum iIndonesia idibedakan imenjadi iupaya ihukum 

ibiasa idan iupaya ihukum iluar ibiasa. iPara iahli ihukum i imemberikan ipendapat imengenai 

ibeberapa ipengertian iupaya ihukum, iyaitu iupaya ihukum imerupakan isebuah ihak iyang 

idiberikan iundang-undang ikepada isuatu ipihak iuntuk imenentang ikeputusan ihakim 

idalam ikasus itertentu,39
 iSelanjutnya, iupaya ihukum iadalah iupaya iuntuk imenghindari 

iatau imemperbaiki ikeputusan iyang isalah.40 

 

Berdasarkan ipendapat idari ipara iahli ihukum, iupaya ihukum iialah isuatu iupaya iyang 

idiberikan ioleh iundang-undang ibagi iseseorang imaupun ibadan ihukum idalam ihal 

itertentu iuntuk imelawan iputusan ihakim isebagai isuatu itempat ibagi ipihak- ipihak iyang 

itidak ipuas iatas iadanya iputusan ihakim iyang idianggap itidak imemenuhi irasa ikeadilan, 

itidaklah isesuai idengan iapa iyang idiinginkan, ikarena ihakim iitu ijuga iseorang imanusia 

iyang ibisa isecara itidak isengaja imelakukan ikesalahan iyang idapat imenimbulkan isalah 

imengambil ikeputusan iatau imemihak ikepada isalah isatu ipihak. 

 

2. Jenis-Jenis iUpaya iHukum 
 

Upaya ihukum iialah isuatu iupaya iyang idiberikan ioleh iundang-undang ibagi iseseorang 

imaupun ibadan ihukum idalam ihal itertentu iuntuk imelawan iputusan ihakim isebagai 

isuatu itempat ibagi ipara ipihak iyang itidak ipuas iatas iadanya iputusan ihakim iyang 

idianggap itidak imemenuhi irasa ikeadilan, ikarena ihakim iitu ijuga iseorang imanusia 

iyang ibisa isecara itidak isengaja imelakukan ikesalahan iyang idapat imenimbulkan isalah 

imengambil ikeputusan iatau imemihak ikepada isalah isatu ipihak. iAdapun ijenis-jenis 

iupaya ihukum idalam iHukum iAcara iPerdata idibagi imenjadi i2 i(dua) ijenis iyaitu: 

 

a. Upaya iHukum iBiasa 

 

Upaya ihukum ibiasa imerupakan iupaya iyang idiberikan ioleh iundang-undang ikepada 

iseseorang iatau ibadan ihukum iuntuk imelawan iputusan ihakim iyang ibelum 

iberkekuatan ihukum itetap. iUpaya iini imencakup isebagai iberikut: 

 

 
39

 iRetnowulan iSutantio idan iIskandar iOeripkartawinata, i1995, iHukum iAcara iPerdata 

idalam iteori idan iPraktek,Bandung, iMandar iMaju, ihlm. i143. 
40

 iSudikno iMertokusumo, i2009, iHukum iAcara iPerdata iIndonesia, iYogyakarta, iLiberty, 

ihlm. i234 
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1. Perlawanan i(verzet) 

Pada idasarnya iperlawanan iini idisediakan ibagi ipihak itergugat iyang ipada 

iumumnya imenjadi ipihak iyang idikalahkan. i“Perlawanan imerupakan iupaya 

ihukum iterhadap iputusan iyang idijatuhkan idiluar ihadirnya itergugat iatau ibiasa 

idisebut iputusan iverstek41. iVerzet idapat idiajukan idalam iwaktu itertentu isetelah 

ipihak itersebut imengetahui iputusan iatau imenerima isalinan iputusan. iMengenai 

iupaya ihukum iVerzet, itelah idiatur idi idalam ipasal i129 iHIR. iUpaya iHukum iVerzet 

iatas iputusan iverstek idapat idilakukan idalam ijangka iwaktu i14 ihari, itermasuk ihari 

ilibur, isetelah itergugat imendapatkan ipemberitahuan iatas iputusan iverstek. 

 

2. Banding i 

Banding iadalah isuatu iupaya ihukum ibiasa iyang idapat idiajukan ioleh isalah isatu iatau 

ikedua ibelah ipihak iyang iberperkara iterhadap isuatu iputusan iPengadilan iNegeri.42
 i 

3. Kasasi 

Kasasi itermasuk idalam iupaya ihukum ibiasa iyang idapat idiajukan ioleh isalah isatu 

iatau ikedua ibelah ipihak iyang iberperkara iterhadap isuatu iputusan iPengadilan 

iTinggi. iKasasi iberasal idari ikata i‘casser’ iyang iberarti i“memecahkan iatau 

imembatalkan, isehingga ibila isuatu ipermohonan ikasasi iterhadap iputusan 

ipengadilan idibawahnya iditerima ioleh iMahkamah iAgung, imaka iberarti iputusan 

itersebut idibatalkan ioleh iMahkamah iAgung ikarena idianggap imengandung 

ikesalahan idalam ipenerapan ihukumnya.”43
 iPara ipihak idapat imengajukan ikasasi 

ibila imerasa itidak ipuas idengan iisi iputusan iPengadilan iTinggi ikepada iMahkamah 

iAgung. iPemeriksaan ikasasi ihanya imeliputi iseluruh iputusan ihakim iyang 

imengenai ihukum, ijadi itidak idilakukan ipemeriksaan iulang imengenai iduduk 

iperkaranya isehingga ipemeriksaaan itingkat ikasasi itidak iboleh/dapat idianggap 

isebagai ipemeriksaan itingkat iketiga. 

 

 

 

 

 

 
41

 iSutantio, iRetnowulan idan iIskandar iOerip kartawinata, i2002, iHukum iAcara iPerdata 

iDalam iTeori idan iPraktek, iPenerbit iMandar iMaju, iBandung, ihlm.142 
42

 iIbid. 
43

 iRetnowulan iSutantio, iOp. iCit, ihlm. i145. 
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b. Upaya iHukum iLuar iBiasa 

 

Dengan imemperoleh ikekuatan ihukum itetap isuatu iputusan idapat idiajukan iupaya 

ihukum iluar ibiasa ioleh ipihak iyang iberperkara. iSuatu iputusan imemperoleh ikekuatan 

ihukum itetap iapabila itidak itersedia ilagi iupaya ihukum ibiasa. iUntuk iputusan-putusan 

iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap iini itersedia iupaya ihukum iistimewa, 

idikatakan iistimewa ikarena iupaya ihukum itersebut idapat imemeriksa ikembali iputusan 

iyang itelah iinkrah iagar imentah ikembali. i“Upaya ihukum iistimewa ihanya iboleh 

idilakukan idalam ihal-hal itertentu isebagaimana iyang idiatur idalam iundang-undang 

isaja”.44
 iYang itermasuk iupaya ihukum iistimewa iyakni: i 

1. Peninjauan iKembali i(Request iCivil) 

Upaya ihukum ipeninjauan ikembali idisebut ijuga idengan iRequest iCivil iyang 

imerupakan isuatu iupaya iagar iputusan ipengadilan ibaik idalam itingkat iPengadilan 

iNegeri, iPengadilan iTinggi, imaupun iMahkamah iAgung iyang itelah iberkekuatan 

ihukum itetap i(inkracht ivan igewijsde) iagar imentah ikembali. iMenurut iSudikno 

iMertokusumo idalam ibuku iSoeroso iberpendapat ibahwa, i“Peninjauan iKembali 

imerupakan iupaya ihukum iterhadap iputusan itingkat iakhir idan iputusan iyang 

idijatuhkan idi iluar ihadir itergugat i(verstek), idan iyang itidak ilagi iterbuka 

ikemungkinan iuntuk imengajukan iperlawanan.”45 

2. Perlawanan iPihak iKetiga i(Derden iVerzet) 

Perlawanan ipihak iketiga iatau iyang idikenal idengan iistilah iDerden iVerzet 

imerupakan iupaya ihukum iluar ibiasa. i“Perlawanan ipihak iketiga iyakni iperlawanan 

iyang idilakukan ioleh iorang iyang isemula ibukan imerupakan ipihak iyang 

ibersangkutan idalam iberperkara idan ihanya ikarena iia imerasa iberkepentingan.46
 

iDasar ihukum iyang imengatur itentang iperlawanan ipihak iketiga iadalah iPasal i208 

iHIR/228 iRBG.47 

  

 
44Sudikno iMertokusumo, iOp.Cit, ihlm. i234. 
45R. iSoeroso, i1994, iPraktik iHukum iAcara iPerdata, iTata iCara, iProses iPersidangan, i, iJakarta, 

iSinar iGrafika. ihlm. i92. 
46M.Nur iRasaid, i2008, iHukum iAcara iPerdata, iJakarta, iSinar iGrafika, ihlm. i62. 
47Ibid. 
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Keterangan: 

 

Sengketa iterjadi iantara iPT iPelayanan iListrik iNasional iBatam isebagai ipemohon 

idengan iPT iEnergi iListrik iBatam idan iBadan iArbitrase iNasional iIndonesia i(BANI) 

isebagai itermohon. iSengketa iini ibermula idari iPT iPelayanan iListrik iNasional iBatam 

imerasa idirugikan ioleh iPT iEnergi iListrik iBatam iKarena iPT iEnergi iListrik iBatam 

imelakukan icidera ijanji idan imelakukan itipu imuslihat. iNamun iPT iEnergi iListrik 

iBatam iberpendapat ilain, isehingga itimbul isebuah isengketa. iAtas ipermasalahan iyang 

iterjadi ikedua ibelah ipihak imereka itelah imelakukan imediasi iyang ibersifat ifinal idan 

imembuat iperjanjian ibahwa itidak iada ipihak iyang idapat imengajukan ibanding ike 

ipengadilan iapapun iatas ikeputusan iarbitrase. iSetelah idilangsungkannya 

ipenyelesaian isengketa ipihak iPT iPelayanan iListrik iNasional iBatam itidak iterima iatas 

iputusan itersebut ikarena imengabaikan ifakta-fakta iyang iada. iSehingga iPT iPelayanan 

iListrik iNasional iBatam imengajukan ipermohonan ipembatalan iputusan iarbitrase 

ikepada ipengadilan inegeri isetempat. iNamun idemikian, ipihak iPT iListrik iNasional 

iBatam imelanggar iperjanjian iyang itelah idibuat isendiri ioleh iPT iPelayanan iListrik 

iNasional iBatam isehingga iterbentuklah iPutusan iNo.317/Pdt.G/2021/PN iBtm. 

iSetelah idilangsungkannya iperadilan iPT iEnergi iListrik iBatam imerasa itidak iterima 

iatas iputusan ihakim itersebut, ikarena idinilai ipihak iPT iPelayanan iListrik iNasional 

iBatam imendalilkan itidak imencerminkan ifakta iyang isebenarnya iterjadi. iAkan itetapi 

idengan itidak iterima iputusan itersebut iPT iEnergi iListrik iBatam imengajukan ibanding 

ike iMahkamah iAgung idan imengeluarkan iPutusan iNo.996/Pdt. iSus-Arbt/2022 

Berdasarkan iuraian idi iatas idan isumber idata iyang itelah iberkekuatan ihukum itetap, 

ipenelitian iini iakan imengkaji idan imembahas imengenai ialasan ihukum ipenolakan 

ipembatalan iputusan iarbitrase, idan iakibat ihukum iyang idikeluarkan idari ihasil iputusan 

iMahkamah iAgung iterhadap ipenolakan ipembatalan iputusan iarbitrase. i 



III. METODE iPENELITIAN 
 

 

Metode ipenelitian imerupakan icara iyang idigunakan ioleh ipeneliti idalam 

imengumpulkan idata ipenelitian. iMetode ipenelitian imerupakan iserangkaian ikegiatan 

idalam imencari ikebenaran isuatu istudi ipenelitian, iyang idiawali idengan isuatu 

ipemikiran iyang imembentuk irumusan imasalah isehingga imenimbulkan ihipotesis 

iawal, idengan idibantu idan ipersepsi ipenelitian iterdahulu, isehingga ipenelitian ibisa 

idiolah idan idianalisis iyang iakhirnya imembentuk isuatu ikesimpulan.48 

Metode iadalah isuatu itipe ipemikiran iyang idipergunakan idalam ipenelitian idan 

ipenilaian, isuatu iteknik iyang iumum ibagi iilmu ipengetahuan, icara itertentu iuntuk 

imelaksanakan isuatu iprosedur, isedang ipenelitian imerupakan isarana iyang 

idipergunakan ioleh imanusia iuntuk imemperkuat, imembina iserta imengembangkan 

iilmu ipengetahuan.49
 iBerdasarkan isegi ifokus ikajiannya, ipenelitian ihukum idapat 

idibedakan imenjadi itiga itipe iyaitu ipenelitian ihukum inormatif, ipenelitian ihukum 

inormatif iempiris iatau inormatif iterapan, idan ipenelitian ihukum iempiris.50 

A. Jenis iPenelitian 

Jenis ipenelitian iyang idilakukan idalam ipenelitian iini iadalah ipenelitian ihukum 

inormatif. iKajian ihukum inormatif iadalah iilmu iyang imempelajari ihukum idan 

imenganggap ihukum isebagai isuatu isystem ipembentuk inorma. i iSistem inormatif iyang 

imapan imenyangkut iprinsip,norma, iperaturan idan iketentuan ihukum, ikeputusan 

ipengadilan, iperjanjian, idan idoktrin.
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Penelitian iini imemiliki iobjek ikajian iyang imeliputi ipelaksanaan iatau iimplementasi 

inorma ihukum ipositif itertulis iyang ibertujuan iuntuk imelakukan ipenelusuran iterhadap 

iperaturan-peraturan idan iliteratur iyang iberkaitan idengan iimplementasi ihukum 

iterhadap ipembatalan iputusan iarbitrase, idalam ihal iini ipenulis iakan imengkaji iisi 

iPutusan iNegeri iBatam iNomor: i317/Pdt.G/2021/PN iBtm idan iPutusan iMahkamah 

iAgung iRI iNomor i996 iB/Pdt.Sus-Arbt/2022, ibahan-bahan ipustaka idan iUU iArbitrase 

iterkait idengan idasar igugatan, idasar ipertimbangan idan iakibat ihukum iterhadap 

ipenolakan ipembatalan iputusan iarbitrase idilihat idari iisi iPutusan iPutusan iNegeri 

iBatam iNomor: i317/Pdt.G/2021/PN iBtm idan iPutusan iMahkamah iAgung iRI iNomor 

i996 iB/Pdt.Sus-Arbt/2022. i 

B. Tipe iPenelitian 

Berdasarkan ipermasalahan idalam ipokok ipembahasan ipenelitian iini, imaka itipe 

ipenelitian iyang idigunakan iadalah itipe ideskriptif. iPenelitian ihukum ideskriptif 

imerupakan ipenelitian iyang ibersifat imemaparkan isecara ilengkap, irinci, ijelas, idan 

isistematis imengenai iperistiwa ihukum iyang isedang iterjadi ididalam imasyarakat. 

iPenelitian iini idiharapkan imampu imemberikan iinformasi isecara ilengkap idan ijelas 

imengenai idasar ipertimbangan ihakim, idasar igugatan, idan iakibat ihukum ipenolakan 

ipembatalan iputusan iarbitrase idilihat idari iisi iPutusan iNegeri iBatam iNomor: 

i317/Pdt.G/2021/PN iBtm idan iPutusan iMahkamah iAgung iRI iNomor i996 iB/Pdt.Sus-

Arbt/2022. i 

C. Pendekatan iMasalah i 

Pendekatan imasalah imerupakan iproses ipemecahan imasalah iatau ipenyelesaian 

imasalah imelalui itahap-tahap iyang iditentukan isehingga imencapai itujuan ipenelitian. 

iDalam ipenelitian ihukum imemiliki ibeberapa ipendekatan iyaitu ipendekatan 

iperundang-undangan i(statue iapproach), ipendekatan ikasus i(case iapproach), 

ipendekatan ihistoris i(historical iapproach) idan ipendekatan ikomparatif i(comparative 

iapproach) iserta ipendekatan ikonseptual i(conceptual iapproach).51 
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Pendekatan imasalah iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipendekatan ikasus 

i(case iapproach) ikarena isuatu isengketa iyang idapat idiselesaikan imelalui iputusan 

ipengadilan idan ipendekatan iperundang-undangan i(statue iapproach) idilakukan 

idengan imenelaah isemua iperaturan iperundang-undangan idan iregulasi iyang 

ibersangkut ipaut idengan iisu ihukum iyang isedang iditangani. iPendekatan istudi ikasus 

idilakukan idengan imengkaji idan imenganalisis iputusan iPengadilan iNegeri iNomor 

i317/Pdt.G/2021/PN iBtm iyang ikemudian idiajukan ipermohonan ipembatalan ike 

iMahkamah iAgung idan idibatalkan idengan idikeluarkan idengan iPutusan iMahkamah 

iAgung iRI iNomor i996 iB/Pdt.Sus-Arbt/2022. i 

D. Data idan iSumber iData 

Berkaitan idengan ipermasalahan idan ipendekatan imasalah iyang idigunakan, imaka 

ipenelitian iini imenggunakan isumber idata ikepustakaan. iPenelitian iini imenggunakan 

idata isekunder iyaitu idata iyang iberasal idari iketentuan iperundang-undangan, 

iyurisprudensi, idan ibuku iliteratur ihukum iatau ibahan ihukum iyang itertulis ilainnya idan 

imenggunakan iseumber idata ikepustakaan.52Adapun idata isekunder iyang idigunakan 

idalam ipenelitian iini, iyaitu: 

1. Bahan iHukum iPrimer, iyang iterdiri idari iperundang-undangan, icatatan iresmi iatau 

irisalah idalam ipembuatan iperundang-undangan idan iputusan-putusan 

ihakim.53Adapun isumber iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iyaitu, i 

a. Undang-Undang iNo. i30 iTahun i1999 itentang iAlternatif iPenyelesaian 

iSengketa; i 

b. Putusan iPengadilan iNegeri iNomor i317/Pdt.G/2021/PN iBtm; i 

c. Putusan iMahkamah iAgung iRepublik iIndonesia iNomor: i996/Pdt.Sus-

Arbt/2022; i 

d. SEMA iNomor i4 iTahun i2016 

2. Bahan iHukum iSekunder iadalah ibahan ihukum iyang idigunakan iuntuk 

imemberikan ipenjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer. iBahan ihukum 

isekunder iyang idigunakan iuntuk ipenelitian iyaitu iberupa iliteratur-literatur 
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imengenai ipenelitian iini, imeliputi ibuku-buku iilmu ihukum, ihasil ikarya idari 

ikalangan ihukum iserta inorma-norma ihukum iyang iberkaitan idengan ipokok 

ipermasalahan iyang idibahas idalam ipenelitian iini. 

3. Bahan iHukum iTersier iadalah ibahan ihukum iyang imemberikan iarahan imaupun 

ipenjelasan iterhadap ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder, 

icontohnya iadalah ikamus ihukum, iindeks iartikel, ienslikopedia iyang iberkaitan 

idengan iarbitrase 

E. Metode iPengumpulan iData 

Metode ipengumpulan idata idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

1. Studi iKepustakaan 

Studi ikepustakaan imerupakan ikegiatan ipenelitian iyang idilakukan idengan icara 

imengumpulkan iinformasi idan idata idengan ibantuan iberbagai imacam imaterial iyang 

iada idi iperpustakaan iseperti ibuku ireferensi, ihasil ipenelitian isebelumnya iyang isejenis, 

iartikel, icatatan, imengkaji iperaturan iperundang-undangan, iserta iberbagai ijurnal iyang 

iberkaitan idengan ipermasalahan iyang iakan idibahas. 

2. Studi iDokumen 

Studi iDokumen imerupakan ipengkajian iinformasi isecara itertulis imengenai 

ipermasalahan ihukum iyang itidak idapat idipublikasikan isecara iumum itetapi iboleh 

idiketahui ioleh ipihak itertentu. iStudi idokumen idilakukan idengan imengkaji iPutusan 

iPengadilan iNegeri iNomor i317/Pdt.G/2021/PN iBtm idan iPutusan iMahkamah iAgung 

iRepublik iIndonesia iNomor: i996/Pdt.Sus-Arbt/2022. 

F. Metode iPengolahan iData 

Berdasarkan idata iyang itelah idikumpulkan idiolah iagar iterciptanya ihasil ipenelitian 

iyang isesuai idengan ipokok imasalah iyang iakan idipecahkan. iMaka ipengumpulan idata 

idalam ipengumpulan iini idapat idilakukan idengan icara isebagai iberikut:54 

1. Pemeriksaan idata, iyaitu iproses imeneliti iKembali idata iyang idiperoleh idari 

iberbagai ikepustakaan iyang iada, imenelaah iisi iPutusan iPengadilan iNegeri 

iNomor i317/Pdt.G/2021/Pn iBtm idan iPutusan iMahkamah iAgung iRI iNomor: i996 
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iB/Pdt.Sus-Arbt/2022. iHal iini idilakukan iuntuk imengetahui iapakah idata iyang 

iterkumpul isudah icukup ilengkap, isudah ibenar idan isudah isesuai idengan imasalah. 

2. Rekonstruksi iData, iyaitu iMenyusun iulang idata isecara iteratur, iberuntun, ilogis 

isehingga imudah idipahami idan idiinterpretasikan; 

3. Sistematika iData, iyaitu imenempatkan idata imenurut ikerangka isistematika 

ibahasan iberdasarkan iurutan imasalah. 

G. Analisis iData 

Analisis ipenelitian imerupakan ibagian iyang isangat ipenting idalam iproses ipenelitian 

ikarena ianalisis iterhadap idata iyang iada iini isangat iberguna iuntuk imemecahkan 

imasalah ipenelitian idan imencapai itujuan iakhir ipenelitian.55
 iDalam ipenelitian iini, 

ianalisis idata idilakukan isecara ikualitatif, iyaitu ibahan ihukum idiuraikan isecara 

ibermutu idengan ibentuk ikalimat iyang iteratur, ikonsisten, ilogis, itidak itumpang itindih, 

idan iefektif, iyang imemudahkan ipenafsiran ibahan ihukum idan ipemahaman ihasil 

ianalisisnya.56 
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V. PENUTUP 

 

 

Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan iyang itelah idiuraikan isebelumnya, 

imaka iKesimpulan iyang imenjadi ijawaban isingkat idari irumusan imasalah idalam 

ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

1. Alasan ihukum idari ipenolakan ipembatalan iputusan iarbitrase iyaitu iMajelis 

iMahkamah iAgung imenemukan ibahwa ipermohonan ipembatalan itersebut 

imengandung icacat iformil, iseperti ikesalahan ipenempatan ipihak i(error iin 

ipersona), iketidaktepatan idalam ipenggabungan ipihak i(plurium ilitis iconsortium), 

iserta iketidakjelasan idalil idan ituntutan i(obscuur ilibel). iHal iini imemperkuat 

ialasan ihukum iuntuk imenyatakan ibahwa ipermohonan itersebut itidak ilayak 

idikabulkan, ibaik isecara iformil imaupun imateriil. iPenolakan iini imerupakan iupaya 

iperlindungan iterhadap iasas ikepastian ihukum idan ipenghormatan iterhadap 

iprinsip ifinal iand ibinding idalam isistem iarbitrase. iDengan itidak iterbuktinya 

iadanya ikeadaan iluar ibiasa iyang idapat imembatalkan iputusan, imaka iputusan 

iarbitrase iyang itelah idijatuhkan ioleh iBANI itetap isah, iberlaku, idan imengikat ipara 

ipihak isecara ipenuh 

2. Akibat ihukum idari ipenolakan ipermohonan ipembatalan iputusan iarbitrase idalam 

iperkara iini iMahkamah iAgung idalam iPutusan iNomor i996 iB/Pdt.Sus-Arbt/2022 

imenyatakan ibahwa iPutusan iArbitrase iBANI iNomor i43050/VIII/ARB-

BANI/2020 itetap isah, imengikat, idan iwajib idilaksanakan ioleh ipara ipihak. 

iDengan idemikian, iPT iPelayanan iListrik iNasional iBatam isebagai ipihak iyang 

idinyatakan iwanprestasi idalam iputusan iarbitrase, iberkewajiban isecara ihukum 

iuntuk imelaksanakan iseluruh iisi iputusan itanpa idapat ilagi imenolak, imenunda, 

iatau imenghindari ipelaksanaannya. iMajelis iMahkamah iAgung imenegaskan 

ibahwa ipermohonan ipembatalan iyang idiajukan ioleh iPemohon, iyang itidak
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didasarkan ipada ialasan ihukum iyang isah isebagaimana iditentukan idalam iPasal i70 

iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i1999 itentang iArbitrase idan iAlternatif 

iPenyelesaian iSengketa, itelah imenimbulkan ikerugian iterhadap iTermohon idan iTurut 

iTermohon. iKerugian itersebut itidak ihanya ibersifat imaterial, iberupa itertundanya 

ipemenuhan ihak-hak iyang itelah iditetapkan idalam iputusan iarbitrase, itetapi ijuga 

iberdampak inegatif iterhadap ikepastian ihukum iserta istabilitas ihubungan ikontraktual 

iantara ipara ipihak.Oleh ikarena iitu, iMahkamah iAgung imenyatakan ibahwa iPemohon 

idapat idimintai ipertanggungjawaban ihukum iatas itimbulnya ikerugian itersebut, idan 

isecara ihukum iberkewajiban iuntuk imemberikan iganti irugi ikepada ipihak-pihak iyang 

idirugikan. iHal iini isejalan idengan iasas irestitutio iin iintegrum idalam ihukum iperdata, 

iyang imenuntut iagar ipihak iyang imengalami ikerugian iakibat iperbuatan imelawan 

ihukum iatau itindakan iyang itidak iberdasar idipulihkan ike ikeadaan isemula. 

 i 
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